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ABSTRACT

Untii December 2007, Money Laundering Contral Act of No. 15, 2002 has heen posscsscd
for almost six years. It means that it is not a short time 1o evaluate the elificieney of its legal
application. It turns that the law enforcement is still far from the optimum. From the numerous
criminal cases in this country, anly a few could be charged with Money Laundering Act.
Meanwhile, according to the criminal law, all financial crimes will theoretically lead to moncy
laundering practices. Corruption, illegal logging, drug and narcotic, smuggling, trafticking is
very popular in Indonesia. From such amount of Jinancial crime. however, only a few could be
revealed as cases related 1o money laundering, whereas the existence of Maney Laundering
Act of Indonesia in 2002 [unctions not only as the new crime prevention but as a strategy o
reveal various financial crimes as well as to confiscate the criminal result. The problem is why
maney laundering law enforcement so vulnerable vet unknown. One reason is probably caused
by the infirmity of law product,the other is caused by such a weakness of  enforcement that it
is still applied unprofessionally.
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1. PENDAHULUAN
Secara umum pencucian uang
diartikan sebagai suatu proses
yang dilakukan untuk mengubah

(Hurd, 1990: 29). Inu dari keja-
hatan int adalah suatu perbuatan
yang dilakukan untuk menyamar-
kan atau menyembunyikan hasil

hasil kejahatan seperti dari korup-
s, kejahatan narkotika, perjudian,
penyelundupan, dan kejahatan se-
rius lainnya, schingga hasil keja-
hatan tersebut menjadi nampak
seperti hasil dari kegiatan yang
sah karena asal-usulnya sudah
disamarkan atau disembunyikan
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kejahatan sehingga tidak tercium
oleh aparat. dan hasil kcjahatan
terschut dapat digunakan dengan
aman, scakan-akan berasal dari
kegiatan vang sah (Yenti Gurna-
sith, 2003: 132}, Dari uraian ten-
tang arti perbuatan tersebut maka
apabila telah terjadi  kejahatan
yang menghasilkan uang, seperti
Korupsi, kcjahatan perbankan, if-
legal fogging, penyelundupan dan
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laan-tain, seharusnya pasti terjadi
tindak pidana pencucian uang ju-
i, namun nampaknya tidak demi-
Kian yang terjadt walaupun indo-
nesiit telah mempunyai ketentuan
antt pencucian uvang dengan dila-
Kukannyua kriminahisast terhadap
perbuatan .

Indonesia  melakukan  krimi-
nalisast terhadap perbuatan pencu-
clan vang pada April 2002, de-
ngan - diundangkannya  Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencuctan
Uung (UU TPPU). yang kemudian
direvisi dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor [5 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang,
Revisi tersebut dilakukan Karcna
Ketentuan  schelumnya  dianggap
masih lemah, tetapi setelah dire-
visipun. ternyata masih dirasakan
ada kelemahannya dan pada saat
ini  sedang dirancang  untuk
amandemen vang kedua kalinya.
Mengapa peraturan perundangan
ini begitu cepat direvisi. Ini nidak
rerlepas dart fakta bahwa dalam
melukukan kviminalisast terhadap
perbuatan pencucian vang bukan
atas Resadaran sendiri tetapi lebih
karena adanva tekanan politik dan
desakan internasional, karena In-
donesia masuk dalam daftar black
fist. Ada beberapa alasan mengapa
Indonesia masuk black list lerse-
but. yaitu Indonesia pada 1997
telah meratifikast Unired Conven-

tionr Narcotic and  Psvchorropic
Subsdancess 1988, di mana dinya-
takan bahwa negara vang teluh
meratifikasi  harus segera meli-
kukan upaya pemberantasan pen-
cucian uang. Karena ite, scharus-
nva sejuk itu Indonesia segera
melakukan kriminalisasi  pencu-
ctan uang. Seluin itu terdapat be-
berapa keadaan vang menjadikan
Indonesia dicurigal schagai surga
pencucian uang, vaitu indonesia
menganut rezim devisa bebas, ke-
rahasiaan bunk vang ketat, korupsi
vang selalu dalam peringkat tinggi
dan kejahatan narkotika juga sa-
ngat marak, serta pada saat 1tu
perckonomiun  Indonesia  dalam
keadaan vang tidak baik, schingga
ada kecurigaan memasukan dana
duri manapun untuk keperluan pe-
mulihan  ekonomt  (Yent  Gar-
nasih, 2003: 9-12). Dari berbagal
tekanan politik internasional, tam-
pak bahwa tekanan Financial
Action Task Force (FATF) vang
paling berpengaruh terhadap In-
donesia. FATE adalah suatu badan
internasional di fuar Perserikatan
bangsa-Bangsa (PBB) yang ang-
gotanya terdiri dari negara donor
dan berfungsi sebagai satuan tu-
gas dalam Pemberantasan Pencu-
cian uang. FATF ini sangat dise-
guni, sclain karena  keanggola-
annya yang terdiri dart negara
donor dan jumlahnya pun teluh
semakin besar, juga karena badan
ini terbukti mempunyai suatu
komitmen yang serius untuk



memberantas kejahatan pencucian
nang. Keberadaan FATF berwi-
bawa, karena antara FATF dan
Organization for Economic Coo-
peration  Development (OECD)
menjalin hubungan yang sangat
baitk, terutama dalam hal tukar
menukar informasi yang berkaitan
dengan masalah  korupsi  dan
pencucian uang pada negara-
negara vang akan mendapatkan
bantuan dana, selain sebelumnya
ada juga tekanan dan Interna-
tienal  Monetary  Fund  (IMFF).
Aksi vang dilakukan FATF yaitu
pada Junm 2001 memasukan Indo-
nesia dalam black list bersama 17
negara lanilla,  schagal  negara
vang tidak kooperatif dalam pem-
berantasan pencucian uang (non
cooperalive countries and terri-
torries to combal money laun-
dering, disingkat NCCT). Setelah
Indonesia melakukan kriminalisa-
si, perbuatan pencucian uang ter-
nyata tidak dengan serta merta
bisa  kefuar dari daftar  hitam
FATE tersebut. Hal itu terbukti
sampai dengan tahun 2004 Indo-
nesia masih masuk dafltar hitam
terschut. Meskipun setefah mela-
lut lobby internasional awal 2005
Indonesia keluar dari daftar hitam
tersebut, namun tetap dafam for-
mal monitoring. Baru pada Maret
2006 Indonesia keluar dari moni-
toring. dan nampaknya masih
akan tetap dimonitoring sampal
benar-benar  Indonesia  dintla
bersungguh-sungguh dalam mene-
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gakkan hukum terhadap kejahatan
pencucian uang.

Pencucian uang dianggap se-
bagai kejahatan yang serius dap
berstfut  [intas  batas, schingga
kilau ada satn negara saja yang
tidak melakukan kriminalisasi ter-
hadap pencucian uang, maka upa-
ya internasional untuk  membe-
rantasnya menjadi sia-sia. Unired
Nation Congress on The Preven-
tion of Crime and Treatment of
Offenders, Cairo 1995 menyata-
kan bahwa terdapat 17 jenis ke-
jahatan  yang termasuk  dalam
kiategort serivuy crimes dan pen-
cucian uang menempati urutan
pertama. Untuk itu maka terdapat
beberapa hal yang harus dilaku-
kan agar penegakan hukum atas
tindak pidana  pencucian  uang
berjalan sesual dengan  slandar
internasional, karena kalau tidak
maka Indonesia akan dikenakan
sanksi. Dar berbagai sumber di
media masa. sampai dipenghujung
tahun 2007 penegakan  hukum
terhadap tindak pidana pencucian
uang di Indonesia, nampaknya
belum  memberikan  hasil  yang
optimal, bahkan boleh dikatakan
sangat lemah. Sedikitnya kasus
dugaan pencucian uang tersebut
divakini  bukan karcna tidak
terjadi kepahatan ftu, tetapt nam-
paknya ada kendala dalam pene-
rapan UUTPPUL Hal itu terbikuti
dalam kurun wakwu itu PPATK
teluh menganalisis 11.000 lebih
Laporan  Transaksi  Kcuangan
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I1.

Mencurigakan {LTKM), dari jum-
lab it hanya sckitar 0% yang
terindikast TPPU dan kemudian
diserahkan ke kepolisian, namun
pndak  sampai 200 kasus yang
sampal ke kejaksaan, dan hanya
wekitar 20 kasus yang diputus
pengadilan. Terlebih lagi bila di-
kaitkan dengan maraknya kcja-
hatan ckonomi. seperti Korupsi,
illegal logging, perbankan, perda-
cangan orang. narkotika, dana
Jain-lain, maka sedikitnya pulusan
tentang pencucian uang yang di-
kaitkan dengan berbagat kejahatan
tadi merupakan suatu bukli gagal-
nva penegakan hukum terhadap
pencucian vang di Indonesia.

PERMASALAHAN

Untuk  menclagh, mengapa
Indonesia masih gagal atau nam-
pak sangat lemah dalam menegak-
kan hukum terhadap Kejahatan
pencucian uang, maka harus dikaj
kescluruhan [aktor yang menyc-
babkan kegagalan tersebut, yaitu
sejatthmana pemahaman para pe-
negak hukum terhadap kejahatan
pencucian uang dan kinerja merc-
ka dalam memberantas kejahatan
init

I1I.

PEMBAHASAN

A. Sejarah, Pengertian Tindak
Pidana Pencucian Uang dan
Alasan Pemberantasannya.
Apabila ditilik dari konsep ini.

maka sebenarnya perbuatan pen-

cucian nang sudah ada scjak jama.

Paling tidak seperti apa yang dila-

kukan para bangsawan Perancis

pada abad ke-17 yang membawa
harta kekayaannya ke Swiss. Pi-
hak Perancis menyatakan mercka
termasuk para pedagang memba-
wa dana pelarian dan menyembu-

nyikannya di Swiss, dengan d

bantu pihak Swiss dan selanjuinya

dapat digunakun dengan aman.

Demikian juga harta yang dibawa

bangsa Yahudi dari Jerman ke

Swiss pada masa Hitler. Selanjut-

nya pada tahun 1930-an  Al-

Capone dan gang mafia lainnya

melakukan perbuatan menyembu-

nyikan hasil kejahatannya {perju-
dian, prostitusi, pemerasan. dan
penjualan gelap minum Keras),

Untuk mengelabuhi  pemerintah,

para mafia mendirikan perusahaan

binatu ({andromat). untuk men-
campur hasil kejahatan mereka,
agar mereka tidak dicurigai ter-

libat kejahatan. Pada waktu i

mereka terjerat dengan ketenluan

pengelakan  pajuk  (fux evasion)

(Ronald K Nobel and CE

Golumbic, 1998: 79).

Sebenarnya saat itulah awal
inspirasi, yang pada akhirnya me-



lahirkan istilah money laundering
pada tahun 1986 (di Uneted State
Amesika) dan kemudian dipakai
secara international. The Finan-
cial Action Task Force on Money
Laundering, Annual Report(1997)
menyatakan dari sisi prosespun,
pencucian uang dinyatakan bisa
dilakukan dengan cara tradisional
dan modern. In1 membuktikan
bahwa pencucian uang suadah
terjadi scjak lama. Cara modemn
pada umumnya dilakukan dengan
tahapan placentent, lavering dan
integration. Cara tradisional yang
terkenal dilakukan di China, India
dan Pakistan, dilakukan melalu
suatu jaringan atau sincdikat etnik
yang sangat rahasia. Di China hal
itu dilakukan dengan meman-
faatkan (semacuam) bank rahasia
atau disebut huwi (hoi) atau The
Chinese Chip (Chop), di India
dilakukan melalui sistem pengi-
riman uang tradisional yang di-
sebut huwala, dan di Pakistan di-
sebut Aundi (Rider, 1990: 404).
Cara-cara lersebut telah dilakukan
scjak fama dan diyakini sampai
sekarang masih berlangsung, bah-
kan juga terjadi di Amerka Se-
rikat.

Setelah diketahut pengertian
perbuatan pencuctan uang, maka
kemudian harus dirumuskan keja-
hatan pencucian dalam suatu per-
aturan, Palam UU TPPU dibeda-
kan dalam dua kriteria rumusan,
yaitu Tindak Pidana Pencucian
Uang (Pasal 3 dan 6) dan Tinduk
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Pidana yang berkaitan dengan

Pencucian Elang (Pasal 8 dan 9).
Pasal 3 Avyat (1} menyatakan:

setiap orang vang dengan sengaja:

2 menempatkan harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil
tindak pidana ke dalam pe-
nvedia jasa keuangan, baik
alas nama sendirl atau  atas
nama pthak lain;

b  mentransfer harta  kekayaan
vang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil
tindak pidana dari suatu pe-
nyedia jasa keuangan ke
penyedia jasa kcuangan yang
lain baik atas nama sendiri
maupun atas nama pihak lain;

¢ membayarkan atau membelan-
jakan harta kekayaan yang di-
kelahwinya atau patut diduga
merupakan hasil tindak pida-
na, baik perbuatan itu atas
namanyd maupun atas nama
pihak lain;

d menghibahkan atau menyum-
bangkan harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil tindak pidana
batk atas namanya sendiri ma-
upun atas nama pihak lain;

e menitipkan  harta  kekayaan
yang diketabui atau patut di-
duganva mcrupakan hasil tin-
dak pidana baik atas namanya
maupun alas nama pihak lain;

f  membawa keluar negeri harta
kekayaun yang diketahuinya
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atau patut diduganya merupa-

kan hasil tindak pidana: atau
¢ monukarkan  atan  perbuatan

laiinyu atas harta kekayaan
vang dikctahuinya atau patut
diduganya  merupakan  hasil
tindak Ipidanu dengan mata
wang wtan sural berharga lain-
nya:
dengan maksud untuk menyem-
bunyikan atau menyemarkan asal
usul harta kckayaan yang diketa-
huinya atau patut diduganya me-
rupakan hasil tindak pidana, dipi-
dana karena tindak pidana pencu-
cuan uang dengan pidana penjara
paling singkat 5 tahun dan paling
luma 15 lahun dan denda paling
sedikit - Rp. 100 quta dan paling
banyuk Rp. 15 milyar.

Unsur obycktil' (actus  reus)
dart Pasal 3 sangat luas dan
karena merupakan inu delik maka
harus dibuktikan. Unsur obyektif
tersehut terdirn darl “menempat-
kan. mentransfer, membayarkan
atau membelanjakan, menghibah-
kan atau menyumbangkan, meni-
tupkan. membawa keluar negari,
menukarkan atau perbuatan lain
atas harta kekayaan™ (yang dike-
tahuwi atan patut diduga berasal
dari kejahatan). Scdangkan unsur
subyekulnya {(mens rea) yang ju-
ga merupakun it delik adalah
Usengaja. mengetahu atau patut
menduga bahwa harta kekayaan
berasal dart hasil keijahatan, de-
nean maksud untuk menyembu-

nyikan atau menyamarkan harta
tersebut”,

Pasal 6 ayat (1) menyatakan
bahwa sctiap orang vang mene-
rinla alau menguasai:

a  pencmpatan,

b pentransieran;

¢ pembayaran;
hibah;

¢ sumbangan:

d
f  pcnitipan; atau

g penukaran,

harta kckayaan yang dikctahui
atau patut diduganya merupakan
hasit tindak pidana dipidana de-
ngan pidana penjara paling sing-
kat 5 tahun dan paling lama [5
tahun dan denda paling scdikit
Rp. 100 juta dan paling banyuak
Rp. 15 milyar.

Unsur obyektif Pasal 6 adalah
“menerima atau menguasai: pe-
nempatan, pentransferan, pemba-
yaran, hibah, sumbangan, peni-
tipan, penukaran harta kekayaan”
(yang dikctahui atau patut diduga
berasal dari hasil tindak pidana).
Sedangkan unsur subyektl! atau
“mens rea-nya adalah mengetahul
atau patut menduga bahwa harta
kekayaan merupakan hasil tindak
pidana”.

UUTPPU juga mengatur ten-
tang tindak pidana yang berkaitan
pencucian uang yau:

a Pasal §:

Penyedia Jasa Keuangan yang

dengan  sengaja udak me-

nyempatkan  laporan  kepada

PPATK sebagaimana dimak-



sud datam Pasal 13 ayat (1)
dipidana dengan pidana denda
paling sedikit Rp. 250 juta dan
paling banyak Rp. 1 milyar.
Pasal 13 ayat (1) yang di-
tunjuk oleh Pasal 8 menya-
takan “‘Penyedia Jasa Keu-
angan wajib menyampaikan
laporan kepada PPATK se-
bagaimana dimaksud dalam
Bab V, untuk hal-hal sebagai
berikut:

1). transaksi keuangan men-
curigakan;

2). transaksit Keuangan yang
dilakukan secara tunai da-
lam jumlah kumulati{ se-
besar Rp. 500.000.000,-
atau lebih atau mata uang
asing yang nilainya setara
dilakukan dalam satu kali
transaksi maupun bebera-
pa kali transaksi dalam
satu hari kerja”.

Pasal 13 ayat (la) menya-
takan perubahan besarnya
jumlah transaksi keuangan
vang dilakukan secara tunai
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan de-
ngan keputusan kepala PPA-
TK. Unsur obycktif atau actus
reus dalam Pasal 8 adalah v-
dak menyampaikan laporan
kepada PPATK, transaksi ke-
uangan mencurigakan, tran-
saksi keuangan yang dilaku-
kan secara tunai dalam jumlah
kumulatif sebesar Rp. 500
000.000,- atau lebih atau mata
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pang asing yang nilainya se-
tara dilakukan dalam satu kali
transaksi  maupun beberapa
kali transaksi dalam satu hari
kerja”. Sedangkan unsur sub-
vektitnya adalah sengaja.

b. Pasal 9:
Setiap orang yang tidak
melaporkan uang tunai berupa
rupiah sejumlah Rp. 100 juta
atau Ichbih atau mata uang
asing yang nilainya setara
yang dibawa ke dalam atau
keluar wilayah Negara R.L
dipidana dengan pidana denda
paling sedikit Rp. 100 juta dan
paling banyak Rp. 300 juta.
Subyek hukum Pasal 3 dan
Pasal 6 dan Pasal 9 adalah orang
perseorang  dan/atau  korporasi,
secdangkan subyek hukum Pasal 8
adalah penyedia jasa keuangan.
Selain itu dalam tindak pidana
pencucian uang terdapat karak-
teristik khusus yang membedakan
dengan tindak pidana yang lain
yaitu bahwa tindak pidana pen-
cucian uang merupakan follow up
crime, sedungkan hasil kejahatan
yang diproses pencuclan uang
disebut sehagai core crimes atau
predicate offence atau ada yang
menyebut sebagal unlawful ac-
rivity. Sebenarnya harus dipahami
bahwa tidak mungkin ada pencu-
cian uang tanpa terjadi predicate
offence. Predicate offence adalah
kejahatan yang hasilnya dilakukan
atau diproses pencucian uvang,
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vang dalam UUTPPU diatur da-
lum Pasal 2 vaitu terdiri dari 23
Jenis kejahatan dan ditambah se-
mua kejahatan yang ancaman pi-
dananya 4 tahun kcatas, salzh satu
jenis kejahatan itu adalah korupsi.

Dari uraran di atas timbul per-
tanyaan, mengapa uang hasil keja-
hatan harus “dicuct” sebelum di-
gunakan? Molivasi untuk mencuci
uang hasil kejuhatan pahing tidak
ada beberapa kekhawatiran para
pelaku akan berhadapan dengan
pctugas pajak, penuntutan pene-
gak hukum atau bahkan juga hasil
kejahatan itu akan disita, (Law-
rence, 1992: 841). Darl motivas)
int pula muncul pemikiran atan
strategr  untuk  menjebak  para
pelaku, tidak lagi dari hulu tetapi
dart hilirnya. Strategi tersebut ber-
tujuan  untuk menghalangi para
penjahat dalam menikmati hasil
kejahalannya, selain juga untuk
menangkap pelaku kejahatan, ter-
masuk koruptor tidaklah mudah.
Pertanyaan berikutnya, mengapa
pencuctan vwang membahayakan,
baik sccara nasional maupun in-
ternasional? Pencucian uang me-
rupakan sarana bagi pelaku keja-
hatan untuk “melegalkan” uang
hasil  kejahatan  dalam  rangka
menghitangkan jejak. Sclain it
jumlah vang yang dicuci ternyata
sangat besar dan menimbulkan
kerugian yang sangat besar. Ba-
haya sclanjutnya pencucian vang,
membuat para pelaku kejahatan
terutama organized crime untuk

mengembangkan jaringan dengan
uang yang telah dicuci tersebut.
Selain itu pencucian uang juga
membuat para pelaku kejahatan
seperti korupsi, narkotika. keja-
hatan pcrbankan leluasa menggu-
nakannya, dan dengan demikian
kejahatan-kejahatan tersebut akan
semakin marak. Pada akhirnya ba-
haya dan kerugian sccara interna-
sional maupun nasional akan se-
makin meningkat manakala para
pelaku menggunakan cara-cara
vang sangat canggih (sophisti-
cated c¢rimes) dengan memanfa-
atkan sarana perbankan ataupun
non perbankan yang juga mcng-
gunakan teknologi tinggi (cyvber
laundering).

B. Problematika Penegakan
Hukum terhadap Tindak
Pidana Pencucian Uang.

Menurut ketentuan UUTPPU,
penanganan penyelidikan dan pe-
nyidikan tindak pidana pencucian
uang berada di bawah kewenang
an Kepolisian Republik Indonesia.

Di samping itu dibentuk pula

lembaga penyelidik keuangan (Fi-

nancial Investigation Unit), yaifu

Pusat  Pelaporan dan  Analisis

Transakst Keuvangan (PPATK),

yang fungsinya antara lain  me-

nerima laporan (repository func-
tion) dan menganalisis {analysis

Jfunction) serta sebagar clearing

house yaitu lembaga yang me-

nyediakan fasilitas untuk pertu-



karan informasi atas transaksi
yang mencurigakan (Levi, 1995:
202-18). Dalam upaya pembe-
rantasan tindak pidana pencucian
uang terdapat suatu 1novasi yang
menarik, yaitu dapat dibentuk ba-
dan investigasi yang bersifat in-
dependen yang disebut sebagai
Financial Intellegence Unit (FIU},
Tugas dan keberadaan FIU sc-
sungguhnya untuk membantu ke-
polisian dalam penanganan tindak
pidana pencucian uang, melalul
pengumpulan  informast  tentang
transaksi kenangan yang Kemung-
kinan dicurigai adanya praktik
pencucian. Dalam hal in1 sebetul-
nya tugas FIU melakukan penye-
lidikan dalam hal kejahatan pen-
cucian uang. FIU sendiri dikata-
kan sebagai:
“The Financial Intelligence
Unit or FIU is an information
gathering and processing unif.
It's essential function as an
intermediary. If factions as the
recipient of otherwise confi-
dential information from banks,
the secretive and trusted coo-
peration partner of the banks
to whom information can be
entrusted. It receives, review
and evaluates information on
very large number of transac-
tions. Out of those only those
found suspicious in sonie wdy
are brought to the intention of
the police (Speaker: 2000, 3)
Tugas dan keberadaan FIU
sesungguhnya untuk membantu
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kepolisian dalam penanganan tin-
dak pidana pencucian uang, me-
fatui pengumpulan informasi ten-
tang transuksi keuangan yang ke-
mungkinan dicurigai adanya prak-
tik pencucian. Di Indonesia badan
ini disebut Pusat Pelaporan dan
Analisis  Transaksi  Keuangan
(PPATK). Nampaknya pengertian
intelijen di sini adalah terbatas
pada pengumpulan informasi ten-
tang transaksi keuangan pada lem-
baga keuangan di mana difokus-
kan untuk menyelidiki apakah ada
kemungkinan transaksi  tersebut
berasal dari kejahatan, Informasi
transaksi  keuangan yang terin-
dikasi adanya praktik pencucian
uang diterima oleh PPATK dari
Lembaga keuangan baik bank
maupun nen bank dalam keten-
tuan UU TPPU adalah Penyedia
Jasa Kevangan (PJIK).

Setelah menerima laporan
transaksi  keuangan, selanjutnya
laporan itu dianalisis lebih men-
dalam dan untuk meyakinkan dari
kejahatan apakah uang yang di-
transaksikan tersebut. Hasil ana-
lisis 1n1 kemudian dikirim kepada
kepolisian untuk dilakukan penye-
lidikan lebih lanjut dan kemudian
setelah ditambah informasi dan
bukti Tainnya sesual dengan unsur
kejahatan pencucian uang maka
oleh polisi data awal dari PPATK
tersebut ditindaklanjuti ke tahap
berikutnya yaitu penyidikan dan
pelakunya dinyatakan sebagai ter-
sangka.
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Seperti  diuratkan  di atas
bahwa kewenangan penvelidikan
dan penyidikan berada di tangan
polisi,  walaupun ada PPATK.
Perlu disadari bahwa peran polisi
tidak selalu harus menunggu la-
poran atau hasil investigasi dari
PPATK. tetupi bisa saja dan sa-
ngat mungkin polisi melakukan
penyelidikan awal terlebih dahulu
alas  adanya dugaan  pencucian
uang. Dalam kasus sepertt im,
misalnya. polisi telah mempunyai
bukti awal tentang adanya korupsi
atau aliran dana illegal logging
misalnya, justru polisi berinisiatif
meminta bantuan PPATK untuk
rckening  tertentu. Seperti yang
terjadi sekarang ini, begitu banyak
kasus korupsi yang terungkap se-
harusnya polisi mengambil ini-
siatif untuk menelusuri aliran da-
na terlebih dahulu dan tidak perlu
menunggu hasil penyidikan dari
PPATK. Polisi juga harus menye-
hidiki dan menyidik adanya unsur
obyektifnya atau actus reus dan
unsur subvektifnya. Kesulitan po-
lisi terutama untuk mencari bukti
berkaitan dengan mens req yang
harus dibukiikan yaitu knowledge
{mengetahui atau patut menduga)
dan inrended {bermaksud). Kedua
unsur tersebut berkaitan dengan
unsur “terdakwa mengetahui bah-
wi dana tersebut berasal dari hasil
kejahatan dan terdakwa menge-
tahut tentang atau maksud untuk
melakukan transaksi”. Pembuk-
tian inipun sulit untuk “mengeta-

hui atan cukup menduga apalagi
bermaksud untuk menyembunyi-
kan hasil ke¢jahatan, benar-benar
harus didukung berbagai faktor
tervtama dari perilaku dan kebi-
asaan pelaku,

Menarik untuk dipelajari pe-
ngalaman Amerika Serikat dalam
menangkap pelaku pencucian u-
ang. Polisi dijjinkan untuk menya-
mar sebagai pelaku pencucian u-
ang. Untuk mengungkap kejahat-
an pencucian uang dengan meng-
gunakan under cover inguer, se-
perti halnya menangkap pelaku
narkoba perlu dibentuk suatu
peraturan perundangan-undangan
tentang Sting Operation (operasi
penjebakan). Operasi pejebakan
ini terbukti sangat membantu po-
list Amerika Serikat dalam meng-
ungkap sindikat pencucian uang.
Penyamaran untuk melakukan pe-
nangkapan pelaku ini penting se-
kali, karena kalau tidak maka apa
yang dilakukan polisi akan ter-
kena pelanggaran hak asas) ma-
nusia (HAM), dan juga akan ber-
hadapan dengan tidak terbuktinya
salah satu unsur yaitu unsur harta
berasal dari hasil kejahatan.

Tantangan lain bagi polisi
yaitu bila harus berhadapan de-
ngan pelaku yang menggunakan
keberadaan offshore bank, keten-
tuan rahasia bank yang ketat dan
kecanggihan cara yang ditempuh
pemegang peranan penting. Ber-
kaitan dengan hal tersebut shell
corporations, nominec  dccount



dan bank loan merupakan cara
yang hampir selalu ditempuh para
pelaku (Taylor, 1988: 4 dan
Nickerson, 1985: 190), yang ma-
kin membuat kesulitan polisi un-
tuk mencari bukti adanya kejahat-
an pencucian uang. Misalnya per-
usahaan multinasional pada u-
mumnya melakukan pencucian u-
ang dalam rangka menyembunyi-
kan kejahatan penyuapan atau
pembayaran-pembayaran tertentu
yang tidak sah pada petugas pe-
merintah negara asing, dalam u-
paya mendapatkan kontrak yang
besar.

Selain hal tersebut di atas
offshore laundering dapat juga
dilakukan dengan cara menyelun-
dupkan hasil kejahatan antar-
negara yang biasa discbut sebagai
smuggling  funds offshore. Ada
beberapa cara untuk melakukan
smuggling funds offshore, tctapi
cara yang paling efisien dengan
menggunakan bank atau lembaga
keuangan yang mempunyai akses
untuk transfer internasional. Fasi-
litas transfer uang merupakan un-
sur yang vital untuk perdagangan
internasional barang dan jasa, ter-
masuk juga digunakan oleh para
pelaku perdagangan gelap obat
bius dun pelaku kcjahatan whire
collar crime yang lain. Dalam
terminologi  inl  sejumlah  uang
diekspor dan dalam hal ini bank
menjadi sasaran keluarnya uang
dari suatu negara. Bank biasa
menerima uang untuk dikirim ke
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luar ncgert dan dengan cara ini
memungkinkan bank untuk me-
ngeluarkan cek alau money order
atau crediting electronically of an
account. Sistem perbankan tidak
mudah untuk mengidentifikasi
cara-cara 1ni sebagai bagian darn
pelanggaran hukum. sehingga ca-
ra offshore laundering ini banyak
digunakan pelaku. Lingkaran un-
tuk smugeling funds offshore ter-
masuk penggunaan penipuan do-
kumen bea cukai, manipulasi atas
surat-surat berharga. barang da-
gangan, dan pertukaran transaksi
dalam mata vang asing serta pe-
nyalahgunaan bentuk-bentuk sis-
tem pembayaran internasional
lainnya. Namun demikian bukan
berartt cara penyelundupan sccara
fisik boleh diabatkan, misalnya
mengirim  uvang juga dilakukan
dengan cara dibawa sendiri atau
oleh kurir sebagai barang bagasi
yang tidak dibawa sendiri tetapi
menggunakan jasa pengangkutan
barang seperti menggunakan ka-
pal maupun pesawat terbang.
Penyelundupan secara fisik ini
sangat popular dikalangan pelaku
termasuk di Amerika dan bebe-
rapa negara maju, karcna pada
umumnya tidak meninggalkan je-
jak sama sekali. Kelemahan cara
ini hanyalah resiko hilang karena
terjadi kecclakaan atau hilang ka-
rena dicurt pelaku kejahatan lain,
yang bilasanya pesaing mereKa
sendiri (Chaitkin, 1991: 486).
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Problema selanjutnya adalah
berkenoaan dengan pembuktian o-
leh jaksa atas dua kejahatan se-
kaligus itu yang sulit dibuktikan,
Selain 1tu dalam  kenyalaannya
bahwa pembuktian yang harus
dilakukan ' jaksa di muka penga-
dilan sangat tergantung pada pro-
fesionalitas polisi dalam mengum-
pulkan alat bukti. Kemudian hasil
penyidikan polisi tersebut disusun
dakwaannya oleh jaksa, yvang ha-
rus disusun secara kumulatif. Ber-
kattan dengan masalah pembuk-
tian terhadap dua kejahatan tadi,
bagaimanapun memang tidak per-
lu dibuktikan terlebih dahulu pre-
dicate offencenya. Dalam hal dak-
wiaan atas perbuatan  pencucian
uang yang past akan dikaitkan
denpan kejahatan awalnya (pre-
dicate  offence)., maka dakwaan
Jjaksa yang harus disusun secara
Kumulatif. harus dipahami bahwa
antara predicate offence dan pen-
cucian uang adalah dua kejahatan
vang berdiri sendiri. Perbuatan
pencucian uang selalu harus di-
kaitkan dengan predicate offence-
nya, karena pencucian uvang ada-
lah suatu kejahatan vang disebut
Sfollow wp crimes namun pencu-
clan uang adalah kejahatan yang
berdirt sendiri {as @ separate cri-
me). Dengan demikian dalam
mendakwa tindak pidana pencu-
cian uang, misalnya berkaitan de-
ngan dakwaan Pasal 3, maka pre-
dicate offence dan follow up cri-
mesnya  didakwakan  sekaligus.

Hal ini sama persis dengan teori
dakwaan untuk samenloop atau
CONCOUrSUS rediis.

Meskipun demikian, terha-
dap peclaku yang dijerat Pasal 6
maka dakwaannya bisa tunggal
yang tidak harus dikaitkan dengan
predicate offencenya, di mana pe-
laku hanya dipertanggungjawab-
kan atas perbuatan pencucian
uang pasif yaitu menerima dan
lain-lain atas harta kekayaan yang
diketahui atau patut diduga bahwa
harta tersebut berasal dari ke-
jahatan. Dalam hal pelaku hanya
berkaitan dengan Pasal 6, maka
dakwaannya bersifat tunggal atau
didakwa alternatif dengan pasal
lain yang relevan, yang penting
harus sesuai dengan fakta bahwa
perbuatannya hanya satu. Selain
itu berdasarkan amanat undang-
undang, predicate offence udak
perlu dibuktikan terlebih dahulu
untuk  dimulainya pemeriksaan
pencucian uang.

Beban berat bagi jaksa juga
ada ketika harus membuktikan un-
sur subyektif Pasal 3 yang terdiri
dart unsur sengaja (infention), un-
sur mengetahul (knowledge) atau
patut menduga (reason to kinow)
dan dengan maksud (intended)
vang dikaitkan dengan menycm-
bunyikan atau menyamarkan uang
hasil kejahatan. Membuktikan ke-
tiga unsur subyektif yang berupa
bestandelen mi tidak mudah, apa-
lagi bagi Indonesia yang belum
banyak pengalaman dalan hal



pencucian  uang. Untuk  negara
yang lebih dahulu mengatur anti
pencucian uangpun, Juksa meng-
hadapi kesulitan ini. Dalam mem-
buktikan unsur “‘patut menduga”,
jaksa harus membuktikan bahwa
pelaku  mempunyai niat  batin
(unsur subyektif) yang terletak sa-
tu tahap di bawah dolus eventualis
tetapi satu tahap di atas culpa lata.
Patut menduga harus diartikan
persis sama dengan pembuktian
Pasal 480 KUHP yaitu berkaitan
dengan teori proparte dolus pro-
parte culpoos. Unsur patut men-
duga untuk diterapkan pada pe-
laku berkaitan Pasal 3 yang tidak
langsung terlibat predicate offence
dan Pasal 6. Dengan demikian
perumusan unsur patut menduga
ini sangat penting untuk men-
jangkau para pelaku pencucian
uang yang terlibat langsung de-
ngan predicate offence. Tanpa
mencantumkan unsur inl maka
upaya pemberantasan pencucian
vang akan sia-sia.

Dalam praktik, pembuktian
patuf menduga ini bisa melalui
upaya jaksa dalam membuktikan
bahwa paling tidak pelaku harus
tahu dari lifestvle pelaku predicate
offence, sumber penghasilannya
atau bila telah ada, catatan keja-
hatan terdahulunya. Setelah itu
ada satu unsur subyektif lagi yang
harus dibuktikan berdasarkan Pa-
sal 3 yaitu dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menya-
markan asal usul hasil kejahatan.
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Untuk pembuktian ini juga sulit
dilukukan, numun scbetulnya jak-
sa bisa menghubungkan unsur se-
ngaja dan patut menduga, apabila
kedua unsur itu sudah dapat di-
buktikan, dan itu berarti dengan
sendirinya unsur intended inl ter-
penuhi. Hal ini telah dikembang-
kan di Amerika Serikat yang di-
sehut sebagui circumstancial evi-
dence. Scbagai contoh, berkaitan
dengan beban yang berat ini, pe-
ngadilan di Amerika Serikat telah
menyatakan bahwa bukti pendu-
kung atau petunjuk {(circumstan-
tial evidence} cukup untuk mem-
benarkan adanya unsur-unsur ter-
sebut (Biaggio, 1994 256). Di
Indonesia, hal ini nampaknya be-
lum dilakukan, karena itu jaksa
harus mengambil unsur menya-
markan (disguising) yang lebih
mudah dibuktikan daripada me-
nyembunyikan (hiding). Pembuk-
tian unsur subyektif inilah yang
menjadi kendala tentang tidak op-
timalnya penegakan hukum tindak
pidana pencucian uang, karena
dalam praktik jaksa menemui
kesulitan untuk membuktikan.
Berkenaan  dengan  karak-
teristik yang unik dari tindak pi-
dana pencucian uang, peranan ha-
kim sangat menentukan  dalam
memberantas kejahatan ini. Ha-
kim harus mempunyai sifat visi-
oner yang didasarkan pada pema-
haman bahwa pembuktian keja-
hatan im sangat sulit, karena harus
membuktikan dua kejahatan seka-
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ligus. Profesionalitas hakim sa-
ngat diperlukan untuk mengikuti
semua  sistem acara  peradilan
vang banyak menggunakan pen-
dekatan  pragmatis, misalnya a-
danya perlindungan saksi, adanya
praktik acara pembalikan beban
pembuktian (the shifting of the
burden of proof). UUTPPU belum
mepgatur - secara rinci  tentang
acara persidangan khusus untuk
permbalikan beban pembuktian ini,
tetapi di masa depan hal im harus
dilokukan. Sclain tatacara yang
ditentukan, hakim juga harus sa-
ngal memahami bahwa penerapan
pembalikan beban pembuktian
pada dasarnya melanggar prinsip
non self incrimination. Karena itu
harus ditekankan bahwa penerap-
annya sangat terbatas pada tahap
persidangan dan hanya untuk satu
unsur saja. Unsur yang dibuktikan
oleh terdakwa adalah harta ke-
kayaan bukan berasal dari keja-
hatan, artinya apabila unsur ini
tidak bisa dibuktikan oleh ter-
dakwa, maka jaksa tletap harus
membuktikan unsur lainnya, baik
itu unsur obycktif maupun sub-
yekii, scpanjang it merupakan
inti delik (bestandelen).

IV. KESIMPULAN

Melihat maraknya kejahatan
keuangan yang dibadapi Indonesia
seperti  korupsi yang tiap hari
menghiasi pemberitaan koran dan

audo visual, demikian juga de-
ngan tlegal logging ataupun nar-
kotika dan masih banyak lagi, na-
mun ternyata pada umumnya ma-
sih sangat sedikit dakwaan keja-
hatan itu yang dikumuiatifkan de-
ngan perbuatan pencucian uang.
Karena itu dapat diambil kesim-
pulan bahwa penegakan hukum
terhadap kejabatan pencucian u-
ang masih sangat lemah. Dari ber-
bagai kejahatan yang terjad: ter-
sebut ternyata jumlah uang yang
dicuci sangat besar. Ini artinya ha-
sil kejahatan tersebut telah mem-
pengaruhi neraca kcuangan nasi-
onal, bahkan global dan menim-
bulkan kerugian yang sangat be-
sar. Meskipun demikian kejahatan
tersebut pada umumnya hanya
dijerat dengan ketentuan tentang
kejahatan utamanya saja. Dari sisi
ini dapatlah disampaikan bahwa
kegagalan dalam penegakan hu-
kum nampaknya terletak pada
profesionalitas para penegak hu-
kum, mulai dari polisi, jaksa,
hakim, bahkan ada kekecewaan
dari pihak polisi terhadap kinerja
PPATK.
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